CQANUN KABUPATEN ACEH TAMIANG
NOMOR 10 TAHUN 2011

TENTANG
RETRIBUSI IZIN GANGGUAN

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM
DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA
BUPATI ACEH TAMIANG,

Menimbang

w

bahwa zin gangguan merupakan sarana pengendalian, perlindungan,
dan pengawasan kegiatan usaha untuk mencegah terjadinya gangguan
terhadap lingkungan, sosial kemasyarakatan dan ekonomi dan dampak
suatu usaha;

b. bahwa pembenan izin gangguan sesual dengan ketentuan Pasal 141
huruf ¢ Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah
dan Retribusi Daerah merupakan jenis retribusi penzinan tertentu yang
dapat dipungut retribusi sebagai bagian darn pendapatan asli daerah;

c. bahwa Qanun Kabupaten Aceh Tamiang Nomor 13 Tahun 2003 tentang
Retrnibusi lzin Gangguan (HO) perlu disesualkan dengan membentuknya
kembali berdasarkan Undang-Undang Momor 28 Tahun 2009;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a
huruf b dan huruf ¢, perdu membentuk Qanun tentang Retribusi |zin
Gangguan;

Mengingat - 1. Undang-Undang Momor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana
(Lembaran Megara Republik Indonesia Tahun 1981 MNomor 76,
Tambahan Lembaran Megara Republik Indonesia Nomor 3029);

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Penndustnan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 22, Tambahan Lembaran
MNegara Republik Indonesia Nomor 3274);

3. Undang-Undang MNomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan
MNegara yang Bersih dan Bebas dan Korupsi, Kolusi dan MNepotisme
(Lembaran MNegara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75,
Tambahan Lembaran Megara Republik Indonesia Nomor 3851);

4. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten
Aceh Barat Daya, Kabupaten Gayo Lues, Kabupaten Aceh Jaya,
Kabupaten Magan Raya dan Kabupaten Aceh Tamiang di Provinsi
Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2002 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4176);

5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemenntahan Daerah,
(Lembaran MNegara Republik Indonesia Tahun 2004 MNomor 125,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia MNomor 4437),
sebagaimana telah diubah untuk keduakalinya dengan Undang-Undang
Nomeor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang
Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemenntahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
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1.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

_a.

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan
antara Pemerintah Pusat dan Pemenintahan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 MNomor 126, Tambahan Lembaran
Megara Republik Indonesia Nomor 4438);

Undang-Undang MNomor 11 Tahun 2006 tentang Pemenntahan Aceh
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62,
Tambahan Lembaran Megara Republik Indonesia Nomor 4633);

Undang-Undang Nomeor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Meodal
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor &7,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro Kecil dan
Menengah (Lembaran Megara Republik Indonesia Tahun 2008 Momor
93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Momor 4866);

Undang-Undang Nomeor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan
Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 130 Tambahan
Lembaran Negara Nomor 5049);

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan
Pengelolaan Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republk Indonesia
Nomor 5059);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan

Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2011 MNomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5234);

Peraturan Pemenntah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab
Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Momor 3258) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemenntah Momor 58 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan
Pemenntah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-
Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2010 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
MNomor 5145);

Peraturan Pemernintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai
Dampak Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999
Momor 59, Tambahan Lembaran Megara Republik Indonesia MNomor
3838);

Peraturan Pemenntah MNomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah (Lembaran Megara Republik IndonesiaTahun 2005
Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4578);

Peraturan Pemenntah MNomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemenntahan Daerah
(Lembaran MNegara Republik Indonesia Tahun 2005 MNomor 165,
Tambahan Lembaran Megara Republik Indonesia Nomor 4593);

Peraturan Pemerintah MNomor 45 Tahun 2008 tentang Pedoman

Pembenan Insentif dan Pembernan Kemudahan Penanaman Modal di
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 119,
Tambahan Lembaran Megara Republik Indonesia Nomor 4139);

Peraturan Pemenntah Nomor 24 Tahun 2009 tentang Kawasan Industn
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 47,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4987);
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10, Peratiran Pemerintah Momor 69 Tahun 2010 fentang Tata Cam
Pemberian dan Pemanfaatan Insentfl Pemungutan Pajak Daersh dan

Refrious Daerah (Lembaran Megara Republk Indonesla Tahun 2010
Momor 119, Tambahan Lembaran Megara Repubilk Indonesia Momor
S161);

20. Peratwan Menterl Dalam Megerl Nomor 27 Tahum 2009 teriang
Pagoman Penetapan An Gangguan d Daerah;

21. Peratran Mentes Keuangan Momor 11/PME_I7/2010 tentang Tata Cara
Pengenaan Sanks! teradap pelanggaran Ketentuan di Bidang Pajak
Daerah dan Retribus! Dasrh;

22 @anun Aceh Momor 3 Tahun 2007 tertang Tata Camm Pembentukan
@anun [Lembaran Caerah Manggroe Aceh Danussalam Tahun 2007
Momor 03, Tambahan Lembaan D@ser@h Manggmoe Aceh Darussalam
Momor 031

23. Qanun Kabupatsn Acen Tamiang Momor 15 Tahun 2010 fentang Pokok-

pokok Pengeiniaan Keuangan Desm@h (Lembaran Dasrah Kabupaten
Aceh Tamiang Tahun 2010 Momor 13, Tambahan Lembaran Daerah

Kabupaten Aceh Tamiang Nomor 258

Dengan Persstujuan Bersama,
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN ACEH TAMIANG

dan
BUPATI ACEH TAMIANG

MEMUTLUSKAN -

Menstapkan | @ANUN TENTANG RETRIBUSI EEIN GANGGUAN.

BaB |
KETENTUAN UMUM

Paszal 1

Dalam Qanun Il yang dmaksud dengan :

1.
2.

Kabupaten adaiah Kabupaten Aceh Tamiang;
Pemesintsh Daerah Kabupaten yang selanjubnya disebut Pemerintah Kabupaten adalah
UNSUr peryelenggaa pemenntahan deersh Kabupalen yang terdi atas Bupal dan
Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Tamiang.
Bupatl adalah Bupatl Aceh Tamiang;

atalah diber kewenangan cich Kepala Dasrah uniuk bertertu
mmmgﬁgmnmmmmm‘ﬁmm
Hatdan Unghungan Hioup dan Kebershan adaiah  Badan Ungkungan Hidup dan
Kiebersihan Kabupaten.
Hatian adalah sustu bentuk badsn usana yang melpull perseman ferbatss, perseman
koemandter, persaran lalnnya, badan usaha millk negara (EUMN), atau batan wsaha milk
daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, UiLan, perkUTDUiEn,
1mhwgﬂ.hnpaml.mmmaﬂ;ngrﬁaﬂyrgae}mgmbzga|§:paﬁm.
pentuk usaha t=tap sarta badan usaha lainnya;
Gangguan adslah segala peruatan dandatau kondisl yang tdak memyenangkan atau
mengganggu kesehatan, keselamatsn, kefenferaman dan'atau keselahteraan terhadap
E=pentingan Umum S2Cara Tenus-menerus.
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

lzin Gangguan adalah pembenan zin tempat usaha kepada orang pnbadi atau badan di
lokasi tertentu yang dapat menimbulkan bahaya, kerugian dan gangguan tidak termasuk
tempat usaha yang lokasinya telah ditunjuk oleh Pemenntah Pusat atau Pemenntah
Daerah;

Retribusi Daerah, yang selanjuinya disebut Retnbusi, adalah pungutan Daerah sebagal
pembayaran atas jasa atau pembenan izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau
diberikan oleh Pemenntah Kabupaten untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.

Penzinan Tertentu adalah kegiatan tertentu Pemenntah Daerah dalam rangka pembenan
izin kepada orang pnbadi atau Badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan,

pengendalian dan pengawasan atas kegiatan, pemanfaatan ruang, serta penggunaan
sumber daya alam, barang, prasarana, sarana atau fasilitas tertentu guna melindungi
kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.

Wajib Retribusi adalah orang atau pnbadi atau Badan yang menurut peraturan perundang-

undangan retribusi dwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi |, termasuk
pungutan atau pemotong Retnbusi perizinan tertentu;

Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dan penghimpunan data objek dan
subjek retnbusi, penentuan besamya retnbusi yang terutang sampail kegiatan penagihan
retribusi kepada Wajb Retribusi serta pengawasan penyetorannya.

Surat Setoran Retnbusi Daerah, yang selanuinya disingkat SSRD, adalah bukh
pembayaran atau penyetoran retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir
atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang
ditunjuk oleh Bupati ;

Surat Ketetapan Retnbusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat
keputusan yang menentukan besamya jumlah retribusi yang terutang ;

Surat ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKRDLB adalah
surat keputusan yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah
kredit retribusi lebih besar dan pada retribusi yang terutang atau fidak seharusnya
terutang;

Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah Surat unfuk
melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda;
Surat Keputusan Keberatan adalah Surat Keputusan atas keberatan terhadap SKRD atau
dokumen lain yang dipersamakan, yang diajukan Wajib Retnbust;

Pemerksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencan, mengumpulkan dan mengolah
data dan atau sanksi administrasi berupa bunga atau denda ;

Penyidikan Tindak Pidana dibidang retnbusi adalah serangkaian tindakan yang dilakukan
oleh Penyidik Pegawal Negen Sipil yang selanjutnya disebut Pemyidik, untuk mencan serta
mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang Tindak Pidana Retribusi yang
terjadi serta menemukan tersangkanya.

BAB Il
NAMA, OBYEK DAN SUBYEK RETRIBUSI

Pasal 2

Dengan nama Retribusi lzin Gangguan dipungut retribusi atas pemberian lzin Gangguan
kepada orang prnbadi atau badan.

Pasal 3

(1) Objek Retribusi l1zin Gangguan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 adalah pemberian

izin tempat usahakegiatan kepada orang/pnbadi atau badan yang dapat menimbulkan
ancaman bahaya, kerugian danfatau gangguan terhadap lingkungan, sosial
kemasyarakatan dan ekonomi termasuk pengawasan dan pengendalian kegiatan usaha
secara terus menerus untuk mencegah teradinya gangguan ketertiban, keselamatan atau
kesehatan umum, memelihara ketertiban lingkungan dan memenuhi norma keselamatan
dan kesehatan kerja.
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(2) Td:ah termasuk objek retnbusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :

kegiatan yang berlokasi di dalam zona kawasan industn, kawasan benkat, dan
kawasan ekonomi khusus;

b. kegiatan yang berada di dalam bangunan atau lingkungan yang telah memiliki izin
gangguan;

c. usaha mikro dan kecil yang kegiatan usahanya di dalam bangunan atau persil yang
dampak kegiatan usahanya tidak keluar dan bangunan atau persil; atau

d. Tempat usaha/kegiatan yang telah ditentukan oleh Pemerintah atau Pemenntah
Kabupaten.

Pasal 4

Subyek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh |zin Gangguan.

BAB Il
GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 5

Retribusi Izin Gangguan digolongkan termasuk golongan retnbusi penzinan tertentu.

BAB IV
CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA,
PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN TARIF

Pasal &6

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan atas perhitungan indeks jenis usaha, indeks
skala usaha, indeks tingkat bahaya, indeks waktu kegiatan dan indeks luas tempat usaha.

Pasal 7

(1) Pnnsip dan sasaran dalam penetapan tanf retnbusi izin gangguan didasarkan pada tujuan
untuk menutup sebagian atau seluruh biaya penyelenggaraan pemberian izin yang
bersangkutan.

(2) Biaya penyelenggaraan pembenan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi
penerbitan dokumen izin, pengawasan di lapangan, penegakan hukum, penatausahaan,
dan biaya dampak negatif dan pembenan izin tersebut.

BAB V
STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF

Pasal 8

(1) Struktur tanf digelongkan berdasarkan atas indeks Gangguan ditentukan sebagai benkut
a. indeks jenis usaha:

No JENIS USAHA INDEKS
1 z 3
1. | Yang djalankan dengan alat memakai tenaga asap dan 5,00

gas, serta dengan lain-lain tempat usaha vyang
mempergunakan asap, gas atau uap dengan tekanan berat
termasuk penggunaan mesin

2 | Yang digunakan untuk membuat, mengerjakan dan 5,00
menyimpan mesiu dan lain-lain bahan peledak, termasuk
pabrik penyimpanan petasan.

3. | Yang digunakan untuk membuat bahan kimia, terhitung 5,00
pabrik korek api, pemintalan benang dan tekstl.
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